PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR |
NOMOR: 13 TAHUN 2000 ,i
TENTANG |

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGE I\"I'BAN&.—)AN

ADATISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT
DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR L
i {
¢énimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiaasn masyarakat duwj lamba&u adat yang
diakui keberadaannya dan digunakandalam kehidupan oleh masyarakat serta
menunjang kelangsungan Pembangnan Nasional d(uy Daeraly, perlu
. diberdayakan, dibina dan dilestarikan; K
{
b. bahwa sehubungan dengan hal terseut perlu menelapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir  (entag Pemberdaysan, Pelestarian  dan
pengembangan adat istiadat dun lemlaga adat. o

{ngingat 1. Undang-undang Nomor 12 Taliun 1998 tentang Pembenlukan Kabupaten
Daeral Tingkat I Toba Samosir dwKabupaten Daeral: Tingkat II Mandailing
Natal  (Lembaran Negara Tahun1998 Nomor 188, l‘ambalmn Lembaran

Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, 'Iambahan I(embarau Negara
Noinor 3839), .

'

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Talun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan - Undang-undang,
Rz..xc:mbm eraturan Pemerintah dan Rancangan I(eputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Ddain Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri,
Instrukst  Menteri Dalam Ngeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Bmerintahan Desa;

| 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Taliun 1999 tentang Petunjuk
Pelakganaan dan Penyesuaion Peristilahan  Dalam Penyeleng’garmrn
Pemerintahan Desa dan Kelwahan; '

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun-1999 h,n(ang Pedoman
Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
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Dengan Pergetujuan ,
| ‘ |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUTATEN TOBA SAMOSIR

'

MEMUTUSKAN

#apkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT KEBIASAAN- I"LBIASAAI\ MASYARAKAT DAN LFMBAGA

ADAT. |
BAB I |

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1 i

m Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalzh Bupati Toba Samosir.

Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukwim yang memiliki lewenangun wtuk uengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setemipat berdasarkan asd usul dan adat istiadat setempat
jang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan bemda di Daerah Kabupaten Toba
Samosir.

Dusun adalah bagian wilayal dalam Desa vang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
Pemerintahan Desa.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Peranglat Daerah Kabupaten dan atau Daerah
Kota di bawah Kecamatan. f
Adat istiadat adalal geperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang belubdﬂ
dan berkembang be rsamaan dengan pertumbuhan dan perkenbangan masyarakat Desa dan atan
satuan masyarakat lainnya serta nilal atau norma lain ymg masih dihayati dan dipeliliara
masyarakat sebagaimana ferwwjud dalam berbagai pola kdakuan yang merupakan kebiasaan-
kebiasaan dalam ke:hidupan masyaralat setempat.

Kebiasaan-kebiaga an  masyarakat aciiah pola kegiatan atiu perbuatan yang dilakukan oleh
warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuzn hukum tertentu yang pada dasarnya dapat
bersumber pada hukum adat atau Adat-Istiadat sebagaimaina diakui keabsahamya oleh warga
masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.

Lembaga adat adalah satu organisasi kiemasyarakatan, baik yang sengaja dibentik maupun yang
secara wajar telah timbul dan berkembiang ditengali-tengah masyarakat yang basangkutan atau
dalam satu masyarakat hukum adat ter-tentu dan hal atas harta kekayaan clalmﬁwnlayah hukum
adat tersebut, serta berhak dan berwewenang untuk men gatur, mengurus dar menyelesaikan
berbagal pemla.,al'man kehidupan yang berkaitan dengan miengacu pada adat isjadat dan hukum
adat yang berlaku.

Pemberdayaan adalah  rangkaian upaya aktif agar kmdisi dan k»bemdaz&n adat istiadat,
kebiasaan-kebias aan masyarakat, dan lembagu adat depatiestari dan makin kokoh seliingga hal
ity berperan pclsi{if dalam Pembangunan Nasional cw berguna bagi ni'msyzu'akzu yang
bersangkutan sesuqu dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. x

Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakal yang -

bersangkutan, terutama nilai-nitai etika, moral dan adab y'ang merupakan inti dari adat-istiadat,
jkebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat agar ‘keberadaannya tetaptérjaga.
Pengembangan “alalal wpaya vang terencana, terpadu dan terarah agar adat 1stmddt kebiasaan-
kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat beribdn sthirigen i ph memngkdtkan
peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubshan sosial bml.;ya dan ekanomi yang
secdang berlaku, 5 |

}
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BAB II

TATA CARA PERBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN

Pasal 2 }

berdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat kebinsaan- kebxdsaan masyarakat
Lembaga Adat Ksabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan
nisasi atay lembaga adat oleh '

Bupati

(amat

epala Desa/Lurah

Pasal 3

ih melakukan pemberdayaan pelestaian serta pengembangan Adat ]atmdat kebiasaan-
psaan masyarakat Lembaga Adat harug nendorong terciptanya:

Sikap demokratis, adil dan objektif dkalangan Aparat Pemerintah dan masyamlcat yang
bersangkutan. .
Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lsin dan Asing yang positif. i
BAB 1II |

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMB ANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN
MASYARAK AT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengsmbangan Adat Ianadat kebmsaan-
kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan perandn nilai-nilal adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam memuuang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan
nasional serta turut mendoreng upaya mensejahterakan warga masyarakat setem#r»at.

Tujuan Pemberdayaan dan Pelestarian se rta Pengembangan Adat [stiadat, kebiusaan-kebiasaan
masyarakat dan lembaga adat adalah untu k meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk
watu wadah lembaga tatanan kehidupan suatu masyarakat vang tidak berubah nilai, kaidah dan
kepercayaan sosial yang tumbuh dan be rkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guaa
untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembanguu'u 1 dan kemasyarakata.

t
Tujuan Pelestarian Adat istiadat dan Lembaga Adat adalahl untuk mempenahankan nilai-nilai,
kaidah atau norma-norma dan kepercayaan sosial vang telah mengakar daJmP ‘shatu masyarakat
dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional. !

Tujuan Pengembangan Adat Istiadat danLembaga adat adalah untuk memngkatkan peran serta
fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiodat di Desa dalam menumang kelancaaran
pembangunan dan Ketahanan Nasional, -

i
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BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

T il

mbaga Adat berkedudukan sebagm wadah organisasi permusyawaratan/permufakalan I\epala
af, Pemangku Adat Tertua, dan Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan -
ganisasi Pemerintah, ,

mbuga Adat mempunyai tugas yaitu

yMenampung dan meny alurkan pendaput masyarakat kepada pemerintah serta menyelesmk&n-

perselisihan yang meny/angkut Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan- keb:asadu masyarakat.
Memberdayakan, melestarikan dan mzngembangkan Adat stiadat dan kebjasaan-kebiasaan
masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta mcrberdﬂyakan masyarakat
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintaban, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan masyaraka.
Menciptakan hubung:m yang demokratis dan harmonis serta ob_iektii anlara Kepala Adat,
Pemangku Adat dan pimpman atau pemuka adat dengan aparat pemeri ntah dt Daerah.

i h: ;f S R :

ka ada perbedaan pendapat z.ntaml o moaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah per bedaan

U dlsalesalkan secara musyawarah/mufakat.

pabnla sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berhasil dilakukan maka Ixepa.la Adat yang

ibih tinggi tingkatannya membantu menyelosaikan dengan memperhani'an kepentingan
1

aasyara.kat set.,mpat )
ONE TS

ntuk msmalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksucl dalam ayat (”) Lembaga Adat

lempunyai fungsi meluksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalmfx; tangka menyusun

ebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran ponyelenggaraan pemerintahan,
elangsungan pembangunan dan men dukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan,

o

b

e BAB V

[ roo e e et
o .
v U-,"'

‘e o HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT |

Pasal 6

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang yaitu: '
& Mewakili masyarakat sdat kelvar, yakni dalem hai-hal yang menya.ngkut kepentingan

masyarakat adat, r

b. Mengelola hak-hak adal dan/atau harta kekayaan adat untuk mangLIitkan kemajuan dan

taraf hidup masyarakat kearah vanglebih baik,
c Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara Adat Is.uaﬁat dan kebiasaan-
lui-kebiasaan ‘mas yarakat sepanjang penyelesaian itu lidak bertentangas dengan Peraturan
ot Pemndang-undanga:' vang berlak. (
Lembaga Adat berkewapban untuk meizkukan hal-hal sebagai borikut:
8 Membantu kelancareri penysleuggaraan peraerintahan, pelaksansion pembangunan dan
.. pembinaan ken;asym okatan terutama delam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan
f x!lembng adat dengan fetap memperhatikan kepentingan musyarakat aidat setempat, '
b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinarais yang dapzit memberikan peluang
i i:kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-

tugas penyelenggarasan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pelaksanaan

> Pembangunan yang lebih berkwalitas dan pen :mbinaan masyarakat yang adil dan demokratis!

. ::Menciptakan suasana yang dapat menjamir tetap (erpeliharanya kebhinnekaan masyarakat

adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
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BAB VI
ORGANISASI |
|

Pasal 7 |

] |

j

fDrgauisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepula Desa selelah mendapal persetujuan
|

PR BEN T iy o+, Pasal 8

1 dengan organisasi pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemmntqh Kabupaten,

kan clengan saling membantu.

BAB VII e ,
imbat v 1. - KETENTUAN PENUTUP S
Pasai ¢ .

!

bellnkunyq Per alumn Daen ah 1m maka segaly ketenluan- ketentuan Lun y(mg mengatr
i Pemberdayaan dan Pelest'm'm smm Pengemnbangan Adat Istiadat, I;cbms'\‘m Kebiasaan
tat dan Lembaga Adat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah i dmyamkan tidak

gl S e s .
ke T paal 10

vty 2
i

“4ang belum digtur dalam Peraturan Daeral ini sepanjang mengenal leknis pehksanaarmya
nh lanJ ut dengan Keputus'm Bupati. |

l sl i
e Pasal 11 | |
1Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

!mp orang dapat mengetahumya, memerintahkan pengundangm I’elahuan Daerah ini
enempatannya dalam Lembaran Daerali Kabupaten Toba Samosir.

Diletapkan di Balige ... |
pada tenggal 8 Ag,u:.tus 2000

BUPATITOBA S MVIOSIR

Cap/dlo . :
® |
i@ I
DRS. SAHALA TAMBUBOLON |
gkan di Balige _ ,
ggul 9 Agustus 200

TOBA SAMOSIR L

RLIND U

NATIN % /

1074688, \. ej\_ W /

RAN DAE ? ATEN TOBA SAMOSIR

{ 11 TAHUN 2000 SERI D |

il



